
 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK  INDONESIA 

NOMOR   3   TAHUN  2004 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS  

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini 

merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang 

meliputi seluruh aspek kehidupan dalam rangka mencapai tujuan 

nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;  

  b. bahwa untuk mendukung terwujudnya pembangunan nasional 

yang berkesinambungan dan sejalan dengan tantangan 

perkembangan serta pembangunan ekonomi yang semakin 

kompleks, sistem keuangan yang semakin maju serta 

perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan 

terintegrasi, maka kebijakan moneter harus dititikberatkan pada 

upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah; 

  c. bahwa sehubungan dengan itu, perlu dilaksanakan prinsip 

keseimbangan antara independensi Bank Indonesia dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan pengawasan dan 

tanggung jawab atas kinerjanya serta akuntabilitas publik yang 

transparan;  

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan 

huruf c di atas,  dipandang perlu mengubah dan menyempurna-

kan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 

tentang Bank Indonesia;  

 

Mengingat : ... 
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Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 23D, 

dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945;  

  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 

tentang Bank Indonesia (LembaranNegara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3843); 

 

Dengan persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-

UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG 

BANK INDONESIA. 

Pasal  I 

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 

tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843), diubah sebagai 

berikut: 

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 

berbunyi sebagai berikut : 

“Pasal 4 

(1) Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. 

(2) Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur 

tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal 

yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini. 

(3) Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-

undang ini.” 

2. Ketentuan ... 
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2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga 

keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : 

“Pasal 6 

(1) Modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-

kurangnya Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).  

(2)  Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditambah 

sehingga menjadi paling banyak 10% (sepuluh perseratus) 

dari seluruh kewajiban moneter, dengan dana yang berasal 

dari Cadangan Umum atau dari hasil revaluasi aset. 

(3)  Tata cara penambahan modal dari Cadangan Umum atau dari 

hasil revaluasi aset ditetapkan dengan Peraturan Dewan 

Gubernur.”  

 

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yaitu  

ayat (2), sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : 

“Pasal 7 

(1) Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara 

kestabilan nilai rupiah. 

(2)  Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bank Indonesia  melaksanakan kebijakan moneter secara 

berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus 

mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang 

perekonomian.”  

 

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a diubah, sehingga keseluruhan 

Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 10 

(1) Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan 

moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Bank 

Indonesia berwenang: 

a. menetapkan ... 
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a. menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan mem-

perhatikan sasaran laju inflasi; 

b. melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan 

cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: 

1) operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah 

maupun valuta asing; 

2) penetapan tingkat diskonto; 

3) penetapan cadangan wajib minimum; 

4) pengaturan kredit atau pembiayaan. 

(2) Cara-cara pengendalian moneter sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan juga berdasarkan 

Prinsip Syariah. 

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank 

Indonesia.” 

 

5. Ketentuan Pasal 11 ditambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (4) dan 

ayat (5),  sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 11 

(1) Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan 

berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 

90 (sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi 

kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan. 

(2) Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan 

Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib 

dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas 

tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar 

jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya. 

(3)  Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. 

 

(4) Dalam ... 
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(4) Dalam hal suatu Bank mengalami kesulitan keuangan yang 

berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis 

yang membahayakan sistem keuangan, Bank Indonesia dapat 

memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaan-

nya menjadi beban Pemerintah. 

(5) Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai 

kesulitan keuangan Bank yang berdampak sistemik, 

pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber 

pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara diatur dalam undang-undang tersendiri, yang 

ditetapkan selambat-lambatnya akhir tahun 2004.” 

 

6. Penjelasan Pasal 34 ayat (1) diubah sebagaimana tercantum dalam 

penjelasan, dan ketentuan Pasal 34 ayat (2) diubah, sehingga 

keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut : 

“Pasal 34 

(1)  Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga 

pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan 

dibentuk dengan undang-undang.  

(2)  Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 

Desember 2010.” 

 

7. Penjelasan Pasal 37 ayat (1) diubah sebagaimana tercantum dalam 

penjelasan. 

 

8. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) diubah, dan menambah 2 (dua) ayat 

baru yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 38 

berbunyi sebagai berikut : 

 

 

“ Pasal  38 ... 


